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PEHERINTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN
I}INAS PDNI}IDTKAN DAN KEBIIIDAYAAN

fl. H. Agus Salim - Painan Telp (0756) 21602

SURf,T PERItrIUIf;IT PEl}IBErutrII BtrT,rUflU
Dtriltr ELOKtrSI IIHUSUS rISIK

BIDIING PEilDIDIKEIT TtrI. 2O2O

IGEIITAII:

PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

SAMNA PRASARANA SEKOIIU MENENGAH PERTAJI{A (DAK REGULER 2O2O)

Antara

E}IERIIITAH IUERAH HHIPAIE}I E$$R SEI.ATAII

dengan

KEPAU SEKOI.AH STIPil 5 RA}IAH E$$R

Nomor

Tanggal

: 27 lN I SARPRAS/DAKPSMP/SIi'K/DPK-PS I 20zo
: O2APRIL2G2O

E tEi ini l(amiq

Hrhi:

t- ilarna

L Jabatan

3" Ahmat

L lfna
L Jabatan

Ahnat

ffi unhrk dan atas nama Pemerintah Repubtik Indonesia Q. Pemerintah Kabupaten pesisir Selatan
*+ rtr dlsebut pfHAK 2ERTAMA

tanggal Duabulan Apriltahun Dua ribu dua puluh, Kamiyang bertanda tangan di

: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp

Tahun Anggaran 2O2O

: Il. H. Agus Salim - painan

: MARTfNI NURFAIINATM.Pd

: Kepala UPT SI|PN 5 Ranah pesisir

: Jl. Koto Durian

GlLr* dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati pesisir Selatan No.

E!2fJrqlB@SDM-20f9 Tanggal 30 Desember 2019 yang selanjuurya disebut piltAKKEDt A.
mI PEITAIIIA dan PIHAK KEDUA secart bersama terlebih dahulu menjetaskan dan menyadari

mfrm haFhalsebagai berikut :

L HnE undarg-undang Nomor 20 Tahun 2003 anbra lain mengamanatkan :
> Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kernudahan selG menjamin tersetenggaranya pendidilon yang bermutu bagi setiap warga

nc{rara tanpa diskriminasi;



Nanar SPPB
Tanggol

: 27/NISAKPMS/D AK.PSMP/$/W,/DPK-P52020
: A2April2U20

Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal

dan non formal menyediakan samna dan prasamna yang mernenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan inteteRual, sosial,

emosional, dan kejiwaan peserta didik;

Pasal46 apt (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggunqiawab bersama antarc pemerintah,

Pemerinhh daerah dan masyamkag

Pasal 46 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhnggung jawab menyediakan

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Bahwa kegiatan peningkatan pasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

rnelakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Atokasi Khusus (DAIQ;

3- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

sebagaimana tetah beberapa l<ali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2015 yang mewajibkan setiap satuan pendiciikan merniliki sai'ana prasarana pendiCikan untuk

nrenunjang proses pembelaJ'aran yang teratur dan berkelanjutan daiam rangka meninghtion mutu
pendidikan;

+ Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019

Entang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan

peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola
yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen

berbasis sekolah;

5. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020
Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasionat Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fr'sik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6- Bahwa untuk peningkatan pftNarana pendidikan disediakan anggaran metalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2AZ0);

Egt ini menyatalon telah setuju dan sepalot untuk mengikat diri dalam suatu pefianjian pemberian

hnn Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketenhran
h ryrat-syarat seperti dalam pasaFpmal di bawah ini :

b Paizg' i@, Pember ian Bantuan



NunorSPPB
Tanggal

: 27/N1S ARPMS/D AKP SMPF|W./oPK-P 52:020
:02Ayfl2020

Pasal I
Maksud dan Tujuan

IEF!Fn ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan

- 
mendanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah

ffin dergan tujuan sebagai upaya pemenuhan prasarcna pendidikan sesuai dengan standar nasional

ffin. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum datam RAB &

&srta bertanggungiawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SMPN 5 Ranah Pesisir

L Pembangunan Ruang Perpustakaan,

Pasal 3

Jangka Waktu pelalcanaan

L fn9la nraktu pelaksanaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari

Eder terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2O2O di

EIIE PIHAK IGDUA.

e tDfil( KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling

lmbat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang

ffiikan Tahun Anggaran 2O2O di rekening PIHAK KEDUA.

l' &naan kegiatan sebagaimana dimaksud datam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember

u).

Pasal 4

Prinsip-prinsip pekerjaan

Efud>pinsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

L Rhlsanaan dikerjakan dengan mekanisme sruakelota,

2- Ererapan a$rs efeKifitas, efisiensi, tnnsparansi dan akuntabiritas,

L Rngutamaan partlsipasi masyarakat dalam pengelolaan keglatan,

t qinalisasikualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

- 
ruFgtn Pemberian Bantuan
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Pasal 5

Tugasdan Kewajiban pam pihak

ilIf PERIAMA I

e! llenydurlon dana dengan segen ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang Pendiditon

nEbhii Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waKu pelaksanaan

-hgaimana dimakud dalam Pasal3.

l) Ebnggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidilon di Ungkat

ldqaten.
c, lffierikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan peiaicsanaan DAK Bidang

ffiikan.
I knakan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

EITf,KEDUA:
al elhnggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan progftlm DAK secara fisik dan keuangan di tingkat

. Sran pendidilon (Sekolah).

b| ilernbentuk PaniUa Pembangunan Sekoiah (P2S) di tingkat Satuan Pendidikan (Sekoleh).

Q l{daporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada PIHAK
PERTAMA.

O ilerrcatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang Pendidikan keoada PIHAK
PERTAUA.

Pasal 6

Pelalcanaan pekerjaan

f,lGanaan pekerjaan sebagaimana dimakud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :
ar !!HAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekotah, komite dan masyaral<at

sebagai bagian integral manajemen berbasis sekotah,

L PIHAK KEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis
dan Pehrnjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkaib

c PIIIAK KEDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelaksaman pekerjaan/kemajuan pekerjaan

@da PIHAK PERTAMA,

d- PIHAT( IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERIAMA dokumentasi pekerjaan,

Snn kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi tainnya pada tahapan pencairan dana,

c- PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serh

Spomn keuangan dari hasil pekerjaan,

t' PIIIAK IGDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorton pajak-pajak yang terkait dengan

pelaksanaan pekerjaan serta menyimpan buKi-buki setoran dan faKur pajak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan,

h Perl ary ifr, Peufurian Bqtntur
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3 EffX IEDUA berkarajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan nIHAK pERTAMA yang

Azgkan dalam Berita Acara Semh Terima pekerjaan,

L lllll[ XEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen petaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun

fryran 202Q

t l[|lx IGDUA beftanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

ffion Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan

i E porgawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibanfu oleh tenaga

ffirpng merupakan unsur indMdu yang ahtidibidangnya,

tf PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

hltnn pelaksanaannya,

Pasal 8

Iumlah Dana Bantuan

N- IX Hsik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang dtberikan PIHAK PERrAMA kepada PIHAK
ffA sebesar Rp. 295.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juk rupiah) dengan rincian sebagai

a) Fanbangunan ruang perpustakaar = Rp.295.000.000,-

L Dila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
H2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

lQntran penyaluran dana sebagainrana dimaksud dalam PasalS ayat (1) sebagai berikut :

L Tdtap | : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola setetah perjanjian ini
&tdabngani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA,

Z Tdlry tr : 45% (Empat puluh lima perserahrs) dari keseluruhan dana s:wakelola apabila pekerjaan telah
runpai bobot 2006 (Dua putuh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan
&jaan,

f Tdlap Itr : 30% (l-tga puluh perserafus) dari keseluruhan dana mrakelola apabila pekerjaan telah
rmpai bobot 650/0 (enam puluh lima persemh.rs), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

tsmjmn pekerjaan.

Y IW ba P e mbe ilan B antuatt
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f ffipan disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

ERebring :

b Rekening : 19O2.O210.06919-s

h Etk : Bank Nagari Cabang pembantu Air Haji

Pasal 1O

Fore lulajeurc

!- fG HaFure adatah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat

ffin sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana

-, 
gikmi( peperangan,. pemogokan, sa botase, pem berontakan/kerusu han.

ffi Eriadi force majeure maka PIHAK IGDUA segeft! memberitahukan kepada PIHAK
mlllA secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak

lFrya fiore majeure dengan dilengkapi buktitertutis yang dikeiuarkan oleh pihak berwenang.

&rtan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagairnana yang dimaksud datam ayat (2)

* PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui

ef merplak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

rc pennohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang force rnajeure diterima/disetujui maka akan

ekr perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awatdinyatakan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

tt f PIHAK KEDUA dalam melat<sanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat

QrdGn untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK pERTAMA,

t & *sa dana Udak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
rhEtnrtan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Peilanggungiawaban

L lDur IEITUA wajib membuat laporan secara berkata mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan

Eirn kepada PIHAK PERTAMA.

t' tltf, reDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAIT|A dokumenbsi kegiatan

H kelogkapan adminisfiasilainnya pada tahapan pencairan dana.

,mLnrp PakrianBantaqt
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t L+oran pertanggungjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

?BTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan

pelerjaan, dilampiriantara |ain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) Bukti pertanggungjawaban keuangan sepefti : kwitansi/ faKur setiap pembetian barang dan bukti

pengeluaran lainnya,

c) BuKisetoran pajalq

O Bukti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

fFbila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

hFteqhJan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAMA

.g.atzr sepihak dapat memutuskan/menghentika n pekerjaa n tersebut.

L ftrrrtusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

mengembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

btenfuan perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

b*hn Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan

E 'Ersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

hrmrel cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuahn hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,,
ftpala UPT SMPN 5 Ranah pesisir

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

12 1995122 002

hfu;iirr Pemfurian Bantuan


